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TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGI BURUH TANI TEMBAKAU DAN BURUH PABRIK ROKOK DI
KABUPATEN BANYUMAS

ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau bagi buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok di Kabupaten Banyumas,
dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten Banyumas.

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No.17 Tahun 2003; UU
No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan UU No.14
Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial ; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP
No.12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021; Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; PERPUB No. 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas ebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas PERPUB Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Bagi Buruh Tani Tembakau Dan Buruh Pabrik Rokok Di Kabupaten Banyumas yakni pemberian
BLT DBHCHT, kriteria penerima BLT DBHCHT, pendataan, penyaluran dan pelaporan.

Catatan :

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Agustus 2023.



